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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Administarsi 

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, pengeloaan informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembanguan sektor lain”. Dengan pendaftaran penduduk tersbut 

kita dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal 

terutama menyangkut nama, usia dan tempat tinggal. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi 

kependudukan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 telah disusun dan disahkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008, 

penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 

yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. 

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, serta 

mengakomadasi Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih disusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

LAMPIRAN  
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KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
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Kudus Tahun 2013-2018 yang disahkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014, RPJMD tersebut dijadikan 

pedoman dan dijabarkan dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten 

Kudus Tahun 2013-2018. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun 

perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi 

RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Hal tersebut 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPD yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja 

Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan 

ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada 

KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan 

DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan 

KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala 

Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk 

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD. 
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Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terhadap 

dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan Gambar 1.2 dapat diketahui, bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Kudus Tahun 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen 

perencanaan jangka panjang daerah yang dijadikan sebagai acuan 

penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut mencerminkan 

urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan 

permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam 

setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan 

dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 

sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu “Kudus yang Religius, 

Maju dan Adil”. 

 RPJMD Kabupaten Kudus itu sendiri pada hakekatnya adalah 

penjabaran dari  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).  

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 berpedoman pada 

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023. 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan 

OPD untuk periode 2019 yang memuat kebijakan, program dan 

Gambar 1.2 
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kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, 

permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat serta 

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu 

tahun. 

 

1.2  Landasan Hukum  

              Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten  Kudus Tahun 2019 adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 4 Tahun 2007 tentang  

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005 -  2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2008 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2016 Nomor 30); 

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 18); 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunanan Rencana Kerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 untuk 

mewujudkan Visi dan Misi yang dicanangkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam 

Renstra. 

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2019 adalah : 

a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi 

dan pusat; 

b. Menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 

dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja 

tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Kudus; 
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c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, 

partisipasif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2019, serta susunan garis besar isi dokumen dan disusun menurut 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud 

dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DARAH 

TAHUN LALU 

Berisi penjelasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu dan 

capaian Renstra; Analisis Kinerja Pelayanan OPD; Isu–Isu 

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review 

terhadap Rancangan Awal RKPD. 

 BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

  Berisi tentang telaahan terhadap kebiajakan nasional; 

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Berisi tentang faktor-faktor yang terjadi pertimbangan 

terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis 

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; tabel 

rencana program dan kegiatan. 

BAB V   PENUTUP 

 Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian penting dalam Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 

  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen 

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Setelah 

pelaksanaan tahun anggaran 2017, maka Renja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2017 perlu dilakukan 

evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus tahun 2017 meliputi realisasi program/kegiatan 

baik yang tidak memenuhi/telah memenuhi/melebii target 

kinerja/keluaran yang direncanakan; faktor penyebab, implikasi dan 

kebijakan yang dilakukan.  

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal 

sebagai    berikut : 

1. Masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan digunakan 

serta pengalokasiannya; 

2. Tujuan yang dikehendaki; 

3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

4. Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya 

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tahun 2019, juga memperhatikan 

hal – hal sebagai     berikut : 

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai bahan dalam 

penyusunan perencanaan tahun 2019; 

b. Memperhatikan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi 

pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber dana 

yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2017 berdasarkan realisasi 

capaian kegiatan selengkapnya dapat diurai sebagai berikut : 
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a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil / keluaran yang direncanakan   

 Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran 

adalah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Kependudukan tidak dilaksanakan, karena kondisi sarpras 

kependudukan pada akhir semester II tahun 2017 masih dalam 

kondisi baik yang tidak memerlukan maintenance berat. 

 Realisasi target kinerja hasil yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 adalah belum 

tercapainya target Kepemilikan KTP Elektronik; target 

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk. 

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil / keluaran yang direncanakan : 

 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

keluaran adalah 

i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 

indikator tersedianya administrasi perkantoran, telah 

tercapai; 

ii. Program Peningkatan Saranan Dan Prasarana Aparatur 

telah terealisasi dengan pembelian meubeler kantor, sarpras 

perkantoran, dan pemeliharaan kendaraan dinas; 

iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

tercapai dengan mengikutsertakan bimtek PNS adminduk 

yang diselenggarakan instansi provinsi yang tidak dipungut 

biaya kontribusi. Hal ini mengakibatkan anggaran belanja 

bimbingan teknis terserap rendah. 

iv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan tercapai dengan output 

penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 

OPD. 

v. Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan 

pendukung pelaksanaan urusan administrasi 

kependudukan yang meliputi bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistim 

Informasi Administrasi Kependudukan.  

 Realisasi target kinerja hasil yang memenuhi target kinerja hasil 

dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 adalah indikator ketersediaan 



Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  10 
 

database kependudukan skala kabupaten; penerapan KTP 

nasional berbasis NIK; persentase aduan pelayanan 

kependudukan yang tertangani; jumlah arsip kependudukan yang 

terdokumentasi; persentase sarana prasarana kearsipan 

kependudukan dalam kondisi baik. 

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan  

 Realisasi target kinerja hasil yang melebihi target kinerja hasil 

dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 adalah indikator rasio bayi 

berakte kelahiran; rasio pasangan berakta nikah; jumlah arsip 

kependudukan yang tertangani. 

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target 

kinerja program/kegiatan  

 Belum tercapainya target kepemilikan KTP Elektronik disebabkan 

karena masih adanya penduduk wajib KTP yang belum sadar 

administrasi kependudukan sehingga belum melakukan 

perekaman dan pencetakan; adanya penduduk yang diluar 

kota/luar negeri yang belum melakukan perekaman 

 Belum tercapainya target kepemilikan akta kelahiran per 1000 

penduduk disebabkan penduduk usia di atas 40 tahun belum 

memiliki akta kelahiran. 

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah 

Dari sembilan indikator kinerja pada 2017, yang belum tercapai ada 

sejumlah dua indikator yang belum tercapai.  

f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab 

tersebut 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan langkah-

langkah untuk mengatasi kinerja yang belum tercapai melalui  

percepatan perekaman KTP Elektronik, pelayanan jemput bola, 

digittalisasi akta kelahiran. 
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kudus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi 

daerah dan tugas pembantuan.  

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya sasaran OPD, maka 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus memiliki 

indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2013-2018 dimana target capaian setiap indikator kinerja 

kegiatan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 

No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kab. Kudus Tahun 2013-2018.  

Adapun indikator kinerja sasaran kegiatan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana di jelaskan di atas 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

No. Jenis Indikator Kondisi 
Awal 
2013 

Target Sasaran Indikator Kab. Kudus Tahun  
Target 
Kondisi 
Akhir     
2018 

Ket 

    2014 2015 2016 2017 2018 

1 Rasio bayi berakte kelahiran 83% 86% 89% 92% 95% 100% 100%   

2 Kepemilikan KTP Elektronik 93,50% 94,70% 95,50% 96,70% 97,50% 100% 100%   

3 
Kepemilikan Akta Kelahiran per 
1000 penduduk 

687 735 786 841 900 950 950   

4 
Ketersediaan database 
kependudukan skala kabupaten 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

5 
Penerapan KTP Nasional 
berbasis NIK 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

6 
Perssentase aduan pelayanan 
kependudukan yang tertangani 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

7 
Persentase sarana prasarana 
kearsipan kependudukan dalam 
kondisi baik 

75% 85% 90% 95% 100% 100% 100%  

8 Rasio pasangan berakte nikah 13% 14% 15% 16% 17% 18% 18%  

Tabel 2.1 
Matrik Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

sesuai Perda Kab. Kudus No. 2 tahun 2014 ttg RPJMD Kab. Kudus 
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Pada tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya.  

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2017 dan Rencana 

Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

Tahun 2013 -2018, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang ingin 

dicapai pada tahun 2016 dalam melaksanakan program dan kegiatan 

yang dijalankan yaitu : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Peningkatan pengelolaan dokumen arsip kependudukan.  

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, 

maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : 

 
Tabel 2.2 

Target dan Realisasi Indikator Kinerja   
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2017 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target 
Indikator 
Kinerja 

 

Realisasi 
Indikator 
Kinerja 

 

Target Kinerja 
Akhir Renstra 

(2018) 

Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kependudukan 

Rasio bayi berakte kelahiran 92% 98,79% 100% 

Kepemilikan KTP Elektronik 96,70% 97,42% 100% 

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 
penduduk 

841 
dokumen 

409  
dokumen 

950 

Ketersediaan database kependudukan skala 
kabupaten 

100% 100% 100% 

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 100% 100% 100% 

Perssentase aduan pelayanan 
kependudukan yang tertangani 

100% 100% 100% 

Rasio pasangan berakta nikah 16% 100% 18% 

Jumlah arsip kependudukan terdokumentasi 5.500 
dokumen 

55.954 
dokumen 

6.000  
dokumen 

Peningkatan 
pengelolaan 
dokumen arsip 
kependudukan 

Persentase sarana prasarana kearsipan 
kependudukan dalam kondisi baik 

95% 100% 100% 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara umum 

capaian sebagian besar indikator kinerja pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tahun 2017 dapat dicapai 

sesuai dengan target, bahkan ada beberapa realisasi capaian yang 

melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018.  

Rata-rata capaian kinerja dari 9 indikator kinerja tahun 2017 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dapat 

dirinci bahwa terdapat 8 capaian indikator kinerja yang telah mencapai 

target yang ditetapkan sebelumnya, namun terdapat 1 capaian 

indikator kinerja yang belum dapat tercapai yaitu kepemilikan akta 

kelahiran per 1.000 penduduk. Dilihat dari komposisi penduduk yang 

memiliki akta kelahiran per 1.000 penduduk, capaian kinerja 409 

lembar (49%). Penduduk usia 0-5 tahun yang memiliki akta kelahiran 

adalah 98%, adapun penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta 

kelahiran adalah 85%. Untuk mendongkrak kepemilikan akta kelahiran 

setiap penduduk, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus telah melakukan langkah proses digitalisasi arsip 

pencatatan sipil serta meningkatkan sosialisasi administrasi 

kependudukan kepada masyarakat baik melalui media cetak, media 

Elektronik maupun media sosial. 

Capaian kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2017 dapat dilihat 

pada tabel 2.2. Adapun penjelasan dari masing-masing indikator kinerja 

pelayanan pada tahun 2017 adalah sebagaimana berikut di bawah ini. 

 

1. Rasio Bayi Berakte Kelahiran 

Target indikator kinerja rasio bayi berakte lahir pada tahun 2017 

adalah 95%, dan terealisasi sebesar 98,79%. Hal ini menunjukkan 

bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran 

penduduk umur 0-5 tahun (balita) melebihi dari target yang telah 

ditetapkan. 
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Tabel 2.3 
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran   

Penduduk Usia 0-5 Tahun di Kabupaten Kudus Tahun 2017 
 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah Penduduk 

 0-5 Tahun 
Kepemilikan Akte 

  a b c d=c/b 

1 KALIWUNGU 101.352 9.061 8.936 98,62% 

2 KOTA KUDUS 91.329 7.206 7.105 98,60% 

3 JATI 106.112 8.950 8.831 98,67% 

4 UNDAAN 74.435 6.393 6.296 98,48% 

5 MEJOBO 76.184 6.592 6.505 98,68% 

6 JEKULO 106.866 8.980 8.878 98,86% 

7 BAE 71.377 6.202 6.151 99,18% 

8 GEBOG 102.491 9.028 8.944 99,07% 

9 DAWE 105.172 8.881 8.785 98,92% 

 
JUMLAH 835.318 71.293 70.431 98,79% 

         Sumber : DKB_201702 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus aktif 

melakukan sosialisasi, advokasi terkait pentingnya kepemilikan 

dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran. Bahkan, melakukan 

pelayanan jemput bola bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah, 

Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Bersalin di Kabupaten Kudus 

sejak tahun 2016. Bayi yang baru lahir langsung diuruskan pembuatan 

Akta Kelahirannya oleh petugas rumah sakit, dan ketika pulang akan 

membawa Akta Kelahiran. Program ini dikenal dengan nama “Si Buah 

Hati Lahir, Pulang Membawa Akta Kelahiran (Si Bolang Mahir)”. Selain 

itu terdapat pelayanan melalui mobil keliling ke desa untuk 

memfasilitasi pembuatan Akta Kelahiran. Inovasi yang dilakukan ini 

dirasa terbukti efektif untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran 

bayi usia 0-5 tahun sebagaimana Tabel di atas. 

 

2.   Kepemilikan KTP Elektronik 

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk 

yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau 

penggantian KTP Elektronik dikarenakan pindah datang, rusak atau 

hilang, dan perubahan elemen data kependudukan bagi seluruh 

penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten/kota. 
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Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa capaian kepemilikan 

KTP Elektronik Tahun 2017 adalah 97,42%. Adapun target kepemilikan 

KTP Elektronik Tahun 2017 adalah 97,50%. Capaian tersebut secara 

global dapat dikatakan akan tercapai.  

Tabel 2.4 
Rekapitulasi Kepemilikan KTP Elektronik 

Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 

 

No Kecamatan 

Jumlah 
penduduk 

Per 31/12/2016 

Jumlah Wajib 
KTP 

Per 31/12/2016 

Sudah Memiliki KTP Per 
31/12/2016 

Jumlah % 

A b c d=c/b 

1 KALIWUNGU 101.352 74.251 97,40% 96,34% 

2 KOTA KUDUS 91.329 68.699 98,24% 97,30% 

3 JATI 106.112 78.261 98,01% 97,15% 

4 UNDAAN 74.435 55.506 96,69% 96,65% 

5 MEJOBO 76.184 56.010 97,79% 96,99% 

6 JEKULO 106.866 79.664 97,11% 96,59% 

7 BAE 71.377 52.396 98,16% 97,17% 

8 GEBOG 102.491 75.143 96,83% 95,94% 

9 DAWE 105.172 78.793 96,81% 96,06% 

Jumlah 835.318 618.723 602.773 97,42% 

Sumber : DKB_201702 
       

Untuk memudahkan masyarakat terkait pelayanan administrasi 

kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus 

menempatkan personilnya untuk pelayanan KTP Elektronik pada 

seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus. Pelayanan tersebut meliputi 

pelayanan perekaman data KTP Elektroniketronik di kecamatan. 

Adapun pencetakan KTP Elektronik masih berada di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus. 

Sejak tahun 2016 dilakukan pelayanan jemput bola rekam KTP 

melalui mobil pelayanan keliling ke kelurahan/desa dan rumah warga 

(apabila sakit parah, jompo, disabilitas).  

Percepatan Penerbitan KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus dilakukan sebagai berikut: 

a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan, 

Desa, media massa maupun media cetak terkait percepatan 

penerbitan KTP Elektronik.  

b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus berkerja 

sama dengan pihak seluruh Pemerintah Kelurahan/Desa, 

Kecamatan untuk menggerakkan seluruh masyarakat Kab. 

Kudus untuk melakukan perekaman massal KTP. Dengan 
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dibukanya loket khusus disetiap kecamatan dan dinas yang 

beroperasional mulai dari jam 07.00 s.d 22.00 WIB, maka 

jumlah wajib KTP yang datang melakukan perekaman KTP pun 

meningkat.   

c) Melakukan pelayanan jemput bola pelayanan keliling ke desa, 

atau langsung ke rumah warga. Pelayanan keliling jemput bola 

meliputi pelayanan perekaman KTP Elektronik (baik untuk 

masyarakat biasa maupun masyarakat yang berkebutuhan 

khusus seperti sakit, jompo, disabilitas), pembuatan Akta 

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, 

dan konsultasi masalah administrasi kependudukan. 

d) Penarikan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah, 

dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan KTP Elektronik 

yang baru.  

e) Membuka layanan informasi/pengaduan yang membidangi 

masalah administrasi kependudukan baik melalui WhatsApp, 

SMS, Telepon, Email, Media Sosial (Facebook, Instagram, 

Twitter). 

f) Mengoptimalkan data penduduk siap cetak (print ready record) 

dari Kementerian Dalam Negeri dalam pelayanan perekaman dan 

pencetakan KTP Elektronik.  

Dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi baik dari instansi 

pusat, provinsi, daerah sampai ke desa maka percepatan kepemilikan 

KTP Elektronik tersebut sangat mendukung dalam pencapaian target 

kinerja SKPD. Walaupun secara capaian kinerja indikator kepemilikan 

KTP Elektronik hampir tercapai, akan tetapi masih terdapat warga 

masyarakat sejumlah 2,58% dari jumlah penduduk di Kabupaten 

Kudus sebagaimana dalam tabel di atas yang masih perlu disisir dan 

dilakukan pendekatan atau bahkan difasilitasi untuk melakukan 

perekaman KTP Elektronik.  

 

3.    Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1.000 Penduduk 

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil 

pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai 

peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan 

kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan 
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Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Target kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 

2017 adalah 841 lembar. Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran di 

Kabupaten Kudus pada tahun 2016 adalah 525.847 lembar, sehingga 

capaian kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 

2016 adalah 525,847 dibulatkan menjadi 526 lembar. Capaian kinerja 

terkait indikator kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk pada 

tahun 2016 adalah 526 : 841 x 100% = 63% (kategori cukup). 

Tabel 2.5 
Rekapitulasi Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk  

Di Kabupaten Kudus Tahun 2017 

 

No Kecamatan Jumlah Penduduk 
Kepemilikan Akta 

Kelahiran (lbr) 
Cakupan kepemilikan 

akte (%) 

  a b c=b/a 

1 KALIWUNGU 101.352 52.238 51,54% 

2 KOTA KUDUS 91.329 41.548 45,49% 

3 JATI 106.112 49.668 46,81% 

4 UNDAAN 74.435 37.158 49,92% 

5 MEJOBO 76.184 39.074 51,29% 

6 JEKULO 106.866 52.200 48,85% 

7 BAE 71.377 34.171 47,87% 

8 GEBOG 102.491 51.040 49,80% 

9 DAWE 105.172 52.539 49,96% 

Jumlah  835.318 409.636 49,04% 

Sumber : DKB_201702 
  

 

 

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa rata-rata 

cakupan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan adalah 49,04%, 

dimana jumlah kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi berada di 

Kecamatan Kaliwungu, dan jumlah kepemilikan Akta Kelahiran 

terendah berada di Kecamatan Kota Kudus. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus pada tahun 

2017 telah melaksanakan upaya percepatan kepemilikan Akta 

Kelahiran melalui  : 

 

a) Mempermudah kepengurusan Akta Kelahiran, tidak perlu untuk 

surat pengantar RT, RW, dan Kelurahan/Desa. 

b) Melakukan jemput bola kepengurusan Akta Kelahiran, yaitu 

bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta 

dan Rumah Sakit Bersalin di Kabupaten Kudus pada tahun 2016. 
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Pada tahun 2017 direncanakan untuk bekerjsama dengan seluruh 

penolong persalinan, dan puskesmas. 

c) Melakukan pelayanan jemput bola pelayanan keliling ke desa, atau 

langsung ke rumah warga. Pelayanan keliling sudah dilakukan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus. 

Pelayanan keliling jemput bola meliputi pelayanan perekaman KTP 

Elektronik (baik untuk masyarakat biasa maupun masyarakat 

yang berkebutuhan khusus seperti sakit, jompo, disabilitas), 

pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta 

Perceraian, dan konsultasi masalah administrasi kependudukan. 

Di Kabupaten Kudus, Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 

penduduk tahun 2017 yaitu 49%, sedangkan cakupan kepemilikan 

Akta Kelahiran Bayi (penduduk usia 0-5 tahun) pada tahun 2017 

adalah 99%. Hal ini menggambarkan bahwa kepemilikan Akta 

Kelahiran bagi penduduk usia 0-5 tahun dapat dikatakan sudah 

terpenuhi, sehingga rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran penduduk 

tersebut berasal dari penduduk usia dewasa-lanjut usia yang belum 

memiliki akta kelahiran.  

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sejak 2013 melakukan digitalisasi 

dokumen kependudukan dalam hal ini Register Kelahiran yang telah 

diterbitkan (sebelum menggunakan Sistim Informasi Administrasi 

Kependudukan – SIAK) ke dalam database kependudukan. Hal ini 

bermanfaat dalam rangka penyelamatan dokumen kependudukan yang 

fital seperti Akta Kelahiran dan juga untuk update data kependudukan. 

Hasil digitalisasi dokumen Akta Kelahiran tersebut akan dikonversi ke 

dalam data kependudukan penduduk di dalam database kependudukan 

sehingga dapat mendongkrak rasio kepemilikan Akta Kelahiran 

penduduk di Kabupaten Kudus. 

 

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten 

Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data 

kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan 

saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat 

keras, dan jaringan komunikasi data. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sudah memiliki database 

kependudukan skala kabupaten, yang merupakan bagian subsistem 
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database nasional.  Database kependudukan tersebut merupakan hasil 

dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Database 

kependudukan memuat data wilayah, data keluarga, biodata penduduk, 

data pencatatan sipil, pas photo, sidik jari tangan dan tanda tangan 

penduduk. Database kependudukan diupdate melalui perekaman data 

menggunakan SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan).  

Database Kependudukan Kabupaten Kudus dilakukan 

pembaharuan melalui perekaman data hasil layanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh opertaor/petugas 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, baik 

dilakukan di seluruh Kantor Kecamatan maupun Dinas.  

Server database kependudukan yang digunakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus saat ini 

berjumlah 5 unit sebagaimana gambar di samping, yaitu Server SIAK, 

Server Rekam KTP Elektronik, Server Cetak KTP Elektronik, Server 

Arsip Digital dan Server Web Services. 

Dengan tersedianya database kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, maka capaian 

kinerja indikator ketersediaan database kependudukan skala 

kabupaten pada tahun 2017 adalah 100%. 
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Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kab. Kudus telah menyusun berbagai macam buku kependudukan yang bersumber dari 
database skala kabupaten ataupun Data Konsolidasi Bersih  (DKB) yang bersumber dari Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kemendagri.  

Buku yang telah disusun antara lain sebagaimana gambar di atas yaitu : 
1. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kudus Tahun 2014; 

2. Implikasi Proyeksi Penduduk Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2013-2038; 

3. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kudus Semester I Tahun 2015;  

4. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kudus Semester II Tahun 2015;  

5. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kudus Semester I Tahun 2016; 

6. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kudus Semester II Tahun 2016;  

7. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kudus Tahun 2016;  

8. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kudus Semester I Tahun 2017.  
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5.    Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) secara nasional yang selanjutnya disebut KTP 

Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP 

Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai 

identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, 

maka setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki identitas resmi 

tunggal yang berlaku secara nasional yaitu berbasis NIK. 

Di Kabupaten Kudus penerapan KTP Elektronik sudah dilakukan 

semenjak tahun 2012 yang dimulai dari perekaman massal dimana 

pencetakan KTP Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  menerima 

blanko dari Pemerintah Pusat untuk mencetak KTP Elektronik pada 

akhir tahun 2014. Setelah masing-masing daerah Kabupaten/Kota 

mempunyai perangkat SIAK yang lengkap, termasuk printer KTP 

Elektronik, maka pada tahun 2015 s.d 2017 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab. Kudus  mulai mencetak sendiri KTP Elektronik. 

 

6.    Persentase Aduan Pelayanan Kependudukan Yang Tertangani 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus dalam 

rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka membuka 

layanan informasi/pengaduan yang membidangi masalah administrasi 

kependudukan baik melalui WhatsApp, SMS, Telepon bahkan melalui 

media sosial. 

Tabel 2.6 
Daftar Media Aduan Pelayanan Masyarakat 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

No. Jenis Media Aduan Alamat Keterangan 

1. Telepon 0291 - 438813  

2. Faksimile 0291 - 437585  

3. Website dukcapil.kuduskab.go.id  

4. Email/surat Elektronik capil.kudus@gmail.com  

5. Twitter @DukcapilKudus  

6. Facebook DukcapilKudus  

7. SMS Centre 085-602-559-209  

8. WhatssApp 0813-2638-3350 
0812-2485-7603 

 

9. Instagram dukcapilkudus  

mailto:capil.kudus@gmail.com


Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2019  22 
 

Aduan yang masuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus 

ditangani dan dijawab semua oleh petugas. Aduan dapat berupa konsultasi, pertanyaan, kritik, 

saran dan masukan yang terkait dengan semua pelayanan administrasi kependudukan. Capaian 

kinerja indaktor persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani pada tahun 2017 

adalah 100%. 

 

 7. Persentase Sarana Prasarana Kearsipan Kependudukan Dalam 

Kondisi Baik 

Pengelolaan dokumen kependudukan di Kabupaten Kudus telah 

mendapatkan perhatian yang sepenuhnya oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus. Dokumen yang dikelola meliputi :  

a. Berkas, yaitu persyaratan yang wajib dipenuhi/dilengkapi oleh 

penduduk dan diserahkan kepada petugas registrasi 

b. Formulir yang telah diisi dan diserahkan kepada petugas 

c. Dokumen Kependudukan yaitu: 

i. KK, KTP dan Surat-surat Keterangan Kependudukan ; 

ii. Register Akta Pencatatan Sipil (Register Akta Kelahiran, 

perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak, 

termasuk catatan pinggir atas terjadinya peristiwa penting 

seperti pengangkatan anak, pengesahan anak perubahan 

nama, perubahan status kewarganegaraan); 

d. Buku-buku yang digunakan dalam pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil tahun-tahun lalu; dan 

e. Laporan-laporan kependudukan tahun-tahun lalu. 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dokumen diperlukan sarana 

penciptaan dan penataan meliputi : 

a. Sarana Penciptaan meliputi Formulir-Formulir yang digunakan 

dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, Blanko-

Blanko dokumen kependudukan, Buku-Buku yang digunakan 

dalam pendaftaran peduduk dan pencatatan sipil. 

b. Sarana Penataan (Perangkat Keras) meliputi Map, Folder, 

Guide/Penyekat, Label 

c. Sarana Bantu Penataan (Perangkat Lunak) meliputi Kode, Indeks, 

Klasifikasi 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dokumen diperlukan sarana 

penyimpanan dan ruang penyimpanan meliputi : 
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a. Sarana penyimpanan dokumen aktif meliputi: Map, Odner / Box 

File,  Filing Cabinet, Almari, Rak Dokumen; 

b. Sarana penympanan dokumen inaktif meliputi: Map/folder, Box 

file/odner/box dokumen bebas asam, Almari, rak dokumen, Rak 

Dokumen statis; 

c. Sarana penyimpanan dokumen statis meliputi: Box dokumen 

bebas asam, Almari, Rak Dokumen, Mobile Shelfing. 

Sarana dan  prasarana kearsipan kependudukan milik Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus pada tahun 2016 dalam 

kondisi baik, sehingga indikator capaian kinerja indikator persentase 

sarana dan prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik 

adalah 100% (kategori baik). 

 

8.   Rasio Pasangan Berakta Nikah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

melakukan pencatatan pernikahan bagi penduduk non muslim. Pada 

tahun 2017 tercatat sejumlah 164 permohonan pembuatan akta 

perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kudus. Berdasarkan permohonan tersebut, pada tahun 2017 juga 

diterbitkan 164 akta perkawinan dimana merupakan hasil pencatatan 

perkawinan yang telah dilakukan penduduk non muslim di depan 

.pemuka agamanya. Berdasarkan ajuan permohonan pembuatan akta 

perkawinan tahun 2017, maka pasangan yang telah berakta nikah 

adalah 100%. 

 

9.   Jumlah Arsip Kependudukan Yang Tertangani 

Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus menerbitkan dokumen dan mendokumentasi 

dokumen kependudukan sebagaimana berikut : 

Tabel 2.7 
Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan  

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus 

No. Dokumen Kependudukan Tahun 2016 Tahun 2017 

1 Akta Kelahiran                  17.678                  50.013  

2 Akta Kematian                     5.127                     5.749  

3 Akta Perkawinan                        128                        164  

4 Akta Perceraian                           11                           24  

5 Akta Pengesahan Anak                             2                             4  

6 Akta Pengangkatan Anak                           21                           38  

  Jumlah                   22.967                  55.992  
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2.3  Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, hal-hal yang harus diperhatikan 

oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun 

kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan 

terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam 

Negeri. 

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus 

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan 

Indonesia Adminduk (GISA). 

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan 

kegiatan: 

a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk; 

b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; 

c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk. 

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain 

untuk pemanfaatan database kependudukan. 

 

2.4 Review Terhadap RKPD 

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, sebagaimana 

tercantum dalam RPJMD rencana untuk melaksanakan 5 (lima) 

program dan 20 kegiatan dengan total anggaran Rp 4.860.000.000,- . 

Seiring dengan dinamika kebutuhan, usulan program dan kegiatan 

masyarakat, serta mengakomodir kebijakan pemerintah maka Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melakukan 

review yang dimulai dari tahapan rancangan awal, usulan SKPD, forum 

gabungan SKPD, musyawarah perencanaan pembangunan daerah 

(musrenbangda) sampai dengan tahapan RKPD, maka terdapat 

pergeseran total anggaran yaitu menjadi sebesar Rp.9.502.288.000,-. 

Kegiatan tersebut semuanya berasal dari sumber dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (APBD II) dan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Administrasi Kependudukan. 

 
Adapun rencana program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam 

RKPD, namun karena keterbatasan anggaran belum dapat diakomodir, 
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maka dikelompokkan ke dalam rencana program dan kegiatan yang 

dipertimbangkan di Lampiran II. 

Jika dibandingkan dengan Rancangan Awal Renja, maka 

terdapat efisiensi dan optimalisasi program kegiatan berdasarkan 

kinerja hasil dan keluaran di Rancangan Akhir Renja. 

Pada Rancangan Awal Renja, di sekretariat terdapat 4 program 

dan 20 kegiatan. Pada Rancangan Akhir Renja dilakukan efisiensi 

menjadi 1 program dan 3 kegiatan. 

Pada Rancangan Awal Renja, untuk melaksanakan urusan 

administrasi kependudukan direncanakan dilakukan melalui 3 program 

dan 10 kegiatan dari sumber dana APBD. Pada Rancangan Akhir Renja 

dilakukan efisiensi dan perencanaan berbasis kinerja dimana setiap 

pejabat struktural eselon III menjalankan 1 program/kepala bidang  

dan pejabat eselon IV/kasi memegang 1 kegiatan APBD, sehingga untuk 

melaksanakan urusan administrasi kependudukan dilakukan melalui 3 

program  dan 6 kegiatan APBD. Dan juga mengusulkan 3 kegiatan 

bersumber dana APBN-Dana Alokasi Khusus Nonfisik Administrasi 

Kependudukan. 

Adapun program dan kegiatan yang masuk dalam Rancangan 

Awal Rencan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 adalah sebagaimana berikut : 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka 

mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, yaitu 

dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas”. Dalam RKP tersebut terdapat 5 (lima) prioritas nasional 

yang akan dijalankan, adapun dalam rangka mendukung prioritas 

nasional kesatu yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan 

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, diperlukan dukungan 

kebijakan daerah melalui : 

1) Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar 

dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; 

2) Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan 

dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akta 

lahir, akta mati dan akta cerai; serta 

3) Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat 

guna yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan pasal 1; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015. Peningkatan 

kepuasan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan, profesionalitas sumber 

daya aparatur dan sarpras pelayanan yang memadai. 

Dalam rangka mencapai prioritas nasional tersebut, tujuan dan 

sasaran pembangunan terkait administrasi dan kependudukan yaitu: 

1) meningkatnya kualitas database kependudukan nasional yang 

akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, 

pelayanan publik dan pembangunan nasional serta mendukung 
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penyelenggaraan pemilu/pemilukada melalui Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK); dan 

2) meningkatnya pemanfaatan data kependudukan melalui 

pemanfatan data balikan. 

 

Kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 

ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan 

Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek”. Guna pencapaian tujuan 

pembangunan daerah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas 

pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Prioritas 

pembangunan daerah ke 7 (tujuh) yaitu tata kelola pemerintahan, salah 

satunya difokuskan peningkatan pelayanan publik dengan membangun 

pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan 

informasi, transparasi serta monitoring partisipasi publik. 

Tabel 3.1 

Keterkaitan Prioritas Dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2019 

Dengan Prioritas Provinsi Dan Nasional 

Prioritas dan Fokus 
Pembangunan Tahun 2019 

Kab. Kudus  

Prioritas RKPD Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 

Prioritas Nasional Tahun 
2019 

Penguatan pelayanan 

publik dan tata kelola 
pemerintahan, dengan 

fokus :  

- peningkatan kualitas 
pelayanan administrasi 

kependudukan dan 

catatan sipil 
-  

Prioritas 7, yaitu Tata 

kelola pemerintahan 

Prioritas 1, yaitu 

Pembangunan manusia 
melalui pengurangan 

kemiskinan dan 

peningkatan pelayanan 
dasar 

 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mempedomani sistim perencanaan 

pembangunan nasional, sistim perencanaan pembangunan propinsi 

serta sistim perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus. Oleh 

karena itu, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kudus, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Jawa Tengah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga dapat 

dikatakan bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus bersinergi dengan dokumen lain, baik Dokumen 

Nasional/Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, namun hingga tersusunnya 

dokumen RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019, RPJMD Kabupaten 

Kudus Tahun 2018-2023 belum ditetapkan, sehingga penyusunan 

dokumen RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 berpedoman pada 

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, memperhatikan 

kesinambungan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2013-2018, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 guna 

keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. 

Tahun 2019 merupakan tahap ketiga (2015-2019) RPJPD 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten 

Kudus tahun 2005-2025 adalah “Kudus yang religius, Maju dan Adil”. 

Untuk melaksanakan visi tersebut, dilakukan melalui 10 (sepuluh) misi 

dimana salah satunya misi ke 6 (enam) yaitu mewujudkan keadilan 

bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Tujuannya adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat melalui 

pengelolaan pemerintahan yang baik. Sasaran pokok tujuan tersebut 

adalah peningkatan kapasitas pemerintahan yang baik. 

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2019 Kabupaten Kudus 

disusun sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017, memperhatikan visi, misi dan program kerja Bupati terpilih.  Visi 

dan misi Bupati Kudus terpilih adalah : 

Visi  :  Kudus Bangkit Menuju Masyarakat Modern, Religius, Cerdas 

Dan Sejahtera  

Misi :1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, 

inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia; 

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk 

peningkatan pelayanan publik; 

3. Mewujudkan kehidupan yang toleransi dan kondusif; 

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis 

keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang 

berdaya saing. 

Secara lengkap penjabaran visi misi tersebut akan dituangkan 

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus adalah mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran yang ingin 

dicapai secara nyata berdasarkan tujuan diatas adalah peningkatan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 

Dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tahun 2018, direncanakan untuk melaksanakan 5 program 

dan 24 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.248.000.000,-. 

Kegiatan tersebut berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kudus (APBD II). 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 

4.1 Faktor-Faktor Yang Terjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan 

Program Dan Kegiatan 

Perumusan program dan kegiatan terkait administrasi 

kependudukan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Administrasi kependudukan merupakan urusan wajib non 

pelayanan dasar, dimana outputnya berupa data dan dokumen 

kependudukan digunakan sebagai dasar dalam pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain; 

b. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil 

tepat guna yang sesuai dengan peraturan perundangan; 

c. Mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilukasa melalui Sistim 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

 

4.2  Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan 

Pada tahun 2019, terdiri dari 4 program yang masing-masing 

dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang, yang terdiri atas 12 kegiatan 

APBD dan 3 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan. 

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 

program yang terdiri atas 3 kegiatan terkait administrasi umum dan 

keuangan;  peningkatan kapasitas aparatur dan sarpras; peningkatan 

sistim perencanaan, evaluasi dan kinerja. 

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk 

pelayanan terkait administrasi kependudukan ada 3 program dan 9 

kegiatan, yaitu : 

a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas 2 

kegiatan APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi 

Kependudukan. Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan 

Pelayanan Identitas Penduduk. Indikator program ini adalah 

cakupan kepemilikan KTP Elektronik. 

b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas 2 kegiatan 

APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan. 

Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Pelayanan Akta 

Kelahiran dan Kematian. Indikator program ini adalah cakupan 

kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun. 
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c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang 

terdiri atas 2 kegiatan APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik 

Administrasi Kependudukan. Fokus kegiatan pada Pembangunan 

dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu. Indikator program ini 

adalah ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten. 

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di wilayah 

Kabupaten Kudus, karena melakukan pelayanan publik kepada semua 

masyarakat di Kabupaten Kudus. Selain itu,  juga melaksanakan 

koordinasi dan konsultatasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DKI 

Jakarta (Dirjen Kependudukan dan Pencataan Sipil, Kementerian 

Dalam Negeri). 

Total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Rancangan Renja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 

2019 adalah Rp. 9.502.288.000,- terdiri dari APBD yaitu 

8.302.288.000,- dan APBN (DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan) 

sejumlah Rp. 1.200.000.000,-. Untuk pagu APBN tersebut adalah 

asumsi proyeksi berdasarkan dana yang diterima pada tahun 

sebelumnya, karena pada dasarnya untuk DAK Nonfisik Administrasi 

Kependudukan penganggarannya bersifat topdown dari Pemerintah 

Pusat. 

 

4.3  Tabel Rencana Program Dan Kegiatan 

Rencana program dan kegiatan Renja OPD yang terakomodir 

dengan pagu indikatif anggaran RKPD Kabupaten Kudus masuk dalam 

Lampiran I Renja. Adapun program dan kegiatan yang belum 

terakomodir anggaran, masuk dalam Lampiran II Renja. 

   Adapun program dan kegiatan  tersebut di atas adalah 

sebagaimana berikut : 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan 

yang berfungsi sebagai usulan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten 

Kudus. Diharapkan dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019, 

program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa 

berkesinambungan dan terarah sebagaimana dengan rencana jangka 

menengah yang direncanakan. 

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang 

ada masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran untuk 

dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang.  

Kami berharap rancangan rencana kerja ini dapat di laksanakan 

sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggunjawabkan dengan 

baik dan berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Dinas yang 

melakukan pelayanan publik. 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal  28 September 2018                       
 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN   

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS, 
 

 
 

 
 

HENDRO MARTOYO 
 

 

 

 

 


